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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian data dan pembahasan yang telah peneliti paparkan 

sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Lariti ada beberapa bentuk 

kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima Berdasarkan Undang-undang 

nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pada pasal 19 yaitu 

meliputi hal-hal sebagai berikut:  

a. Perintisan pengembangan daya Tarik wisata dalam rangka 

mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan daerah. 

b. Pembangunan daya Tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan 

daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar 

yang ada.  

c. Pemantapan daya Tarik wisata untuk meningkatkan daya saing 

produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen 

pasar yang lebih luas.  

d.   Revitalisasi daya Tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, 

keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD 

Dalam berbagai  kebijakan ini sudah terealisasikan di desa wisata 

pantai lariti. Dari mulai perintisan hingga peningkatan daya tarik wisata 

pantai lariti.  
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2. Dalam proses pengembangan pantai lariti dapat menyebabkan 

beberapa dampak. Diantaranya :  

a. Dampak secara Ekonomi, wisata pantai lariti merupakan penggerak 

alternatif dalam meningkatkan sektor ekonomi masyarakat serta 

pendapatan tambahan bagi masyarakat di desa soro. Dari adanya 

wisata pantai lariti yakni akan memberikan kesempatan kerja yang 

tentu akan menurunya tingkat pengangguran.  

b. Dampak secara sumber daya alam ( SDA ), wisata pantai lariti 

sangat memberi dampak positif bagi masayarakat yang berada di 

pesisir pantai lariti seperti halnya dalam sumber daya alam 

contohnya pemanfaatan air bersih yang di kelola di pantai lariti dan 

juga tenaga listrik.  

c. Dampak secara sumber daya manusia,  SDM merupakan factor 

yang paling penting dalam pariwisata, karena sebagai kunci 

meuwudkan keberhasilan kinerja, seperti dalam berbagai 

pembangunan fasilitas di pantai lariti karena adanya kerja keras dan 

semangat dari masyarakat di desa soro sehingga berjalan sesuai 

dengan yang diinginkan.  

5.2  Saran  

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Bima, untuk terus memberikan kebijakan yaitu, 

membina dan menfasilitasi, meningkatkan kualitas pelayanan melalui 

pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia untuk masyararakat Desa 



 

66 

Soro terutama dalam melayani setiap wisatawan yang datang berkunjung 

ke Pantai Lariti.  

2. Kepada masyarakat Desa Soro agar tetap menjaga apa yang sudah di 

fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bima Yaitu seperi pembangunan 

infrastruktur jalan, maupun fasilitas yang lainnya. Dan juga tetap 

menjaga kebersihan, keunikan  dan keaslian yang berada di Pantai Lariti. 

Dan juga harus tetaap membantu kelancaran pelaksanaan kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Bima tentang pengembangan Desa Wisata. 

Masyarakat juga harus melakukan terobosan untuk bekerja sama dengan 

pihak-pihak terkait terutama dengan pihak investor dalam 

pengembangan Pantai Lariti di Desa Soro. Memperkenalkan pariwisata 

Pantai Lariti melalui media elektronik dan non elektronik..  
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Wawancara Bersama Bapak Iwan Supriadin, S.Sos Selaku Kepala Seksi 
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Wawancara bersama bapak Emon selaku tukang parkir di pantai lariti 
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Wawancara mengenai pendapatan bersama Ibu Novita selaku Pedagang Di Pantai 

Larit 
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Wawancara langsung bersama pengujung/ wisatawan mengenai kepuasaan, 

kebersihan dan dan kenyamana selama berkunjung di pantai lariti 
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Kondisi Pantai Lariti Saat Ini 
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